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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bissmillahirrahmanirrahim..

Segala puji dan syukur tak lepas-lepasnya selalu terucap kehadirat Allah SWT atas
nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada umat manusia. Shalawat teriring salam tak
lupa selalu tercurah kepada Baginda Rasulallah Muhammad SAW dengan kegigihan dan
kesabaran beliau telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang

terang benderang zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillahirabbil’alamin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini berupa
skripsi dengan judul “Keberlakuan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan
Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK
No.69/PUU-X111/2015 . Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar dapat
meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi IImu Hukum Fakutas Hukum Universitas

Sriwijaya.

Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan, membahas, dan menjawab permasalahan
yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sebagai sebuah tulisan yang menguraikan, membahas
dan menjawab permasalahan hukum tentunya penulis berharap tulisan ini dapat memberikan
manfaaat yang bernilai positif untuk kedepannya. Baik di lingkungan akademisi maupun

lingkungan praktisi bahkan untuk masyarakat pada umumnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Apabila ada kesalahan atau kekeliruan pada tulisan ini, penulis mohon maaf karena pada saat ini

penulis masih dalam proses belajar dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.
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ABSTRAK

Skripsi ini ‘berjudul “Keberlakuan Hulkum Perjanjian-Ferkawinas yang Tidai

Dicatatiian Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Hutang Pivtang dengan Pibak
Ketiga Pasca Putusan MK No.69/PUU-XHI/2015”. Tipe penclitisn yaig digunakan
adalah penelitian hukum normatif sedangkan pendekatan penelition yung utgmiaknn
inlah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Lcm.pruai Suinber bahan
liukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sckunder dun torsier.

Sumber bahan hukum primer diperolch melalui peraturan peruadene-undangan yang
berkaitan dengan objek penelitian. Skripsi ini bertujusn mengetsins b.agau.rr«.m
perlindungan. hukun bagi pihak ketiga dan keberlghuan hukum stes pefanjisn
perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjmjzaa hutang plutsng,

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perjanjian perkawinsn yang
dibuat secara sah akan tetapi tidak dicatatkan képada Pegawai Pencatat Ferkawinan,

Pencatatan perjanjian perkawinan sangat penting guna memeruhi asas publisitas. Hal
ini akan menimbulkan masalsh terhadap perlindungan hukvm bagi pibak ketige
terhadap perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kmtaml)'.z dengan
perjanjian hutang piutang. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian petkuwinan
harus dicatatkan ke Leinbaga Pencatat Perkawinan untik miemberikun perlindungan
hukum kepada pihak kenga dalam hal ini pihak kreditur. Jika perjanjian pérkawinan
tidak disahkan maka perjanjian kawin tersebut tetap sah dan mengikat para pihak
akan. tetapi tidak mengikat pihak ketiga: Sebagaimana yang telah tercantum dalam
Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juncio Putusan MK No.69/PUU-
X111/2015.

Kata Kunmeci : Kkéberlakuan hukum, perjanjian perkawinan, pencatatan
perjanjian perkawinan

’Pernblmbing_, Utama Pembimbing Pembantu

_ -NIP 196511011992032001 - NIPI 8204132015042003

KetuaBagian_ Hukum Perdata




BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan yaitu
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang
secara yuridis formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan.!
Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemeritah (PP)
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Setiap Undang-Undang yang ada di Indonesia termasuk Undang-Undang
perkawinan harus sesuai dengan filosofi Negara dan peraturan perundang-undangan
diatasnya. Pancasila merupakan landasan ideologi Negara, dan Undang-Undang Dasar Negara
Rl Tahun 1945 adalah dasar struktur Negara atau sebagai landasan konstitusional dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.?

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu
hingga kini. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi
Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsagan ghalidan) untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

! Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Ull Press, 1990, him. 1
2Ahmad Sukardja, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajan Perbandingan tentang dasar
Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk, Jakarta: Ul Pres, 1995, him. 94



Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang
menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan
mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititikberatkan kepada orangnya diatur
didalam undang-undang sebagai berikut yang pertama ialah perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai, kedua untuk melangsungkan perkawinan seorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ketiga
yaitu dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup
diperoleh dari orang tua yang yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
Keempat, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau
keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka
masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Kelima, dalam hal ada
perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini,
atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka
pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan
atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-
orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4. Terakhir, ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat
5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari

yang bersangkutan tidak menentukan lain.?

Perkawinan tidak hanya menyatukan antara pria dan wanita ke dalam sebuah keluarga,

tetapi juga membawa konsekuensi hukum baik bagi sang istri maupun bagi sang suami ketika

3Sudarsono,Hukum Perkawinan Nasional,Jakarta : Aneka Cipta, 2005, him. 40



telah menikah secara sah. Berbagai konsekuensi hukum yang muncul akibat perkawinan itu
antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan
berlangsung tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta
kekayaan dan baik kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing serta akibat
hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon
pasangan suami istri guna untuk mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari dalam

perkawinan.

Kedua calon mempelai atas dasar persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dimana perjanjian tersebut dapat
diadakan pada saat atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat keberadaan
perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban
umum. Mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan disebutkan dalam Pasal 29 yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan
bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.Perjanjian tersebut mulai
berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut
tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan

perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Para Ahli dan sarjana pun mengemukakan pengertian pengenai perjanjian perkawinan
diantaranya adalah R.Subekti, beliau mengemukakan bahwa perjanjian kawin adalah suatu

perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang



dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.* Komar Andasasmita mengatakan
apa yang dinamakan ‘perjanjian atau syarat kawin’ itu adalah perjanjian yang diadakan oleh
bakal atau calon suami istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai
akibat dari perkawinan mereka.’Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Ansis
Safioedin,”Perjanjian Perkawinan” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon
suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat

perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.®

Perjanjian perkawinan menurut Advokat Anita D.A Kolopaking, perjanjian perkawinan
yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang
diperoleh melalui usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan maupun cuma-cuma
yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, semua hutang yang dibawa oleh suami
atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan
menjadi tanggungan suami atau istri, istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dari pendapatan
baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain dan untuk mengurus hartanya itu,

istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami dan lain sebagainya.’

Akan tetapi pada tanggal 27 Oktober 2016 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan telah diubah oleh putusan MK Nomor 69/PUU-XI11/2015 yang

menyebutkan bahwa :”Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

4R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita,
1978,him. 9

5> Komar Andasasmita, Notarisll Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya , Bandung: Ikatan Notaris
Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990, him.5

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin,Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni, 1987,
him. 57

"Tri Jata Ayu Pramesti,Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur
Didalamnya,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-
diatur-di-dalamnya/. Diakses pada 1 November 2019, pukul 10.48 WIB



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/

perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pada
waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
tersangkut”. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut
mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan”. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama perkawinan
berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya,
tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk

mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XI111/2015, bahwa perjanjian kawin merupakan
suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh calon suami istri atau suami istri sebelum,
pada waktu maupun setelah perkawinan dilangsungkan dan wajib dicatatkan pada Pegawai
Pencatat Perkawinan. Dalam prakteknya masih ada perjanjian perkawinan yang tidak
memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015. Ada beberapa perjanjian
perkawinan yang dibuat secara sah, akan tetapi tidak didaftarkan atau disahkan oleh pihak
yang berwenang. Perjanjian ini adalah perjanjian pemisahan harta perkawinan secara bulat.
Seluruh harta bawaan yang didapat sebelum berlangsungnya perkawinan akan tetap menjadi

milik dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak, demikian pula dengan harta benda yang



didapat setelah berlangsungnya perkawinan akan tetap dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh
para pihak. Perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur tentang pemisahan harta benda,
tetapi mengatur juga pemisahan untung rugi.Para pihak akan bertanggungjawab masing-
masing sepenuhnya terhadap segala hutang yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan
berlangsung. Sehingga apabila salah satu pihak dianggap pailit karena tidak dapat memenuhi
kewajibannya melunasi segala hutang maka harta pihak lainnya dalam perjanjian perkawinan
tersebut tidak akan terusik dan tetap aman.

Hal ini akan memberi perlindungan bagi para pihak akan terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan selama perkawinan berlangsung, dan dalam menjalankan perkawinan
dimungkinkan terjadinya konflik rumah tangga yang mengakibatkan perceraian, maka status
perjanjian perkawinan yang telah dibuat namun belum disahkan oleh pegawai pencatatan
perkawinan sangatlah penting karena keabsahan perjanjian perkawinan itu sendiri terutama
dalam kaitannya dengan pihak ketiga tidak terlepas dari proses pengesahan perjanjian
perkawinan itu sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulistertarik
untuk mengangkat suatu skripsi yang berjudul “KEBERLAKUAN HUKUM PERJANJIAN
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM KAITANNYA DENGAN
PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN PIHAK KETIGA PASCA PUTUSAN

MK NO.69/PUU-XI11/2015”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :



1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap perjanjian perkawinan yang
tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015 ?

2. Bagaimana keberlakuan hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam
kaitannya dengan perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015?

C. Tujuan Penelitian
Dalam hal ini tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap perjanjian perkawinan
yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang.

2. Untuk mengetahui keberlakuan hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan
dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini penulis tentunya mengharapkan adanya manfaat dari
hasil penelitian ini. Dalam hal ini, penulis membagi manfaat penelitian menjadi 2 (dua) aspek
yaitu :
1. Manfaat Teoritis
d Hasil penelitian ini agar bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya
hukum perdata.
b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu pedoman dalam penelitian lain yang
bidangnya sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis



d Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai saran informasi untuk masyarakat atau
praktisi hukum dan instansi terkait tentang akibat hukum perjanjian perkawinan yang
tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga.

b) Dengan dibuatnya penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat memberi masukan dan
sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum khusunya dalam bidang hukum
perjanjian perkawinan.

0 Sebagai salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang
akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan mengenai skripsi ini. Adapun
yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum
perdata, khususnya berkaitan dengan keberlakuan hukum perjanjian perkawinan yang tidak
dicatatkan kaitannya dengan hutang piutang pihak ketiga dan perlindungan hukum bagi pihak
ketiga dalam perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam kaitannya dengan hutang
piutang.
F. Kerangka Teori
Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Teori Perjanjian
Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu “Suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih”. Pendapat lain dikemukakan oleh KRMT Tirtodiningrat (yang

dikutip oleh Agus Yudha Hernoko) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan



hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-
akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.®

Meskipun dalam membuat isi perjanjian dan dengan siapa ia membuat perjanjian
para pihak bebas menentukan kehendak,untuk bisa dinyatakan sebagai perjanjian yang sah
maka suatu perjanjian harus memenuhi bebrapa persyaratan, antara lain sebagai berikut® :

d Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
adalah asas yang esensial atau dapat dikatakan sebagai salah satu syarat yang harus
dipenuhi dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsesualisme yang
menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320
KUHPerdata memiliki arti bahwa “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada
kemauan untuk saling mengikatkan diri. Apabila perjanjian dibuat tidak berdasarkan
kesepakatan atau dengan kata lain terdapat unsure seperti kekhilafan, paksaan atau
penipuan, maka perjanjian tersebut tidaklah sah.

h) Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Subekti menjelaskan bahwa
seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-
undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuannya dengan akibat-akibat
hukum yang sempurna. Orang yang cakap adalah mereka yang dianggap telah dewasa
oleh hukum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu

telah kawin,tidak dibawah pengawasan (Curatele) dan orang sakit jiwa.

8 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian(Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil), Jakart:
Kencana, 2014, him. 16
°Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian
Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hIm. 95

10 Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta :Intermasa, 1999, him. 341



0 Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam
perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Objek
perjanjian tidak boleh samar. Untuk mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif
hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak.

d) Suatu sebab yang halal. Hal ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian tidak boleh
bertentangan dengan Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.*?

Kedua syarat yang pertama (poin 1 dan 2) merupakan syarat subyektif karena
syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian.
Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka akibat hukum perjanjian tersebut
dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang kedua (poin 3 dan 4) merupakan syarat objektif
karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan
itu. Apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat yang kedua makan maka akibat
hukum dari perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, atau perjanjian tersebut

dianggap tidak pernah terjadi.

Pada asasnya perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku dan mengikat sebagai
undang-undnag bagi mereka yang membuatnya,asas ini dikenal dengan asas pacta
suntservanda. Oleh sebab itu apabila perjanjian tersebut telah dianggap sah berdasarkan
ketentuan-ketentuan diatas, maka para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka

perjanjikan.t2

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,

bahwa perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian, yang karenanya baik suami

1bid, him. 342

2Ibid, him. 342



dan istri maupun pihak terkait memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk

melaksanakannya.

. Teori Perlindungan Hukum

Aliran teori hukum ini dipelopori oleh beberapa ilmuwan diantaranya yaitu, Plato,
Aristiteles, dan Zeno (pendiri aliran stoic). Aliran ini bermula dari munculnya teori hukum
alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan
yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan morat tidak bleh dipisahkan.
Para penguat aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan
secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan
moral. 3

Perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia ialah perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip Negara Hukum
yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum sangat diperlukan untuk diberikan
kepada Warga Negara Indonesia demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang

berlaku.'*

Pendapat dari Sudikno yang dikutip oleh Bernard Nainggolan dalam bukunya, bahwa
manusia baik sebagai individu maupun dalam kelompok mempunyai berbagi macam
kepentingan yang berbeda satu sama lain, bahkan yang bertentangan satu sama lain. Oleh
karena itu, agar kepentingan manusia tersebut terlindungi, harus ada pencegahan terhadap

pertentangan dan bentrokan kepentingan antar kepentingan manusia (Conflict of human

13 Haryadi, Skripsi (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015
Pengujian Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Indralaya:
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017, him. 20

14 Haryadi, Op.cit, him. 21



interest). Oleh sebab itu perlu adanya sebuah aturan mengenai ketentuan-ketentuan tentang
bagaimana seseorang harus bertindak atau tidak bertindak agar kepentingan manuisa
terlindungi, agar lebih terjamin makan disertai dengan sanksi pula, oleh karenanya

diperlukan sebuah norma hukum.

Dalam kaitannya dengan objek penelitian ini, tentunya hukum harus hadir sebagai
salah satu hal yang akan melindungi para pihak yang terlibat di dalamnya, baik untuk
suami dan istri selaku pemilik perjanjian perkawinan maupun dengan pihak ketiga dalam
kaitannya dengan utang piutang. Dalam hal ini, Hukum harus hadir sebagai suatu hal yang
akan menciptakan keseimbangan di antara hak dan kewajiban yang dimiliki masing-
masing oleh mereka. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam mereka

menuntut dan melaksanakan hak dan kewajiban.

. Teori Hak dan Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak memiliki pengertian yang
masih umum dan luas, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenanga, kekuasaan untuk berbuat sesuatu(karena ditentukan oleh undang-
undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,
derajat, martabat.'®Sedangkan pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau
keharusan.*’

Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata logam yang sama. Dalam lingkup hukum,

kita berbicara tentang, “hak dan kewajiban”, dan bukan “kewajiban dan hak” seperti dalam

151 oc.cit.
https://kbbi.web.id/hak. diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 13.48 WIB
https://kbbi.web.id/wajib.diakses pada tanggan 28 Oktober 2019 pukul 13.46 WIB
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lingkup moral, dimana penekanan ini lebih besar diberikan kepada kewajiban; dan tidak
berbicara tentang hak sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum. Namun hak adalah
hukum, hukum dalam artikata subyektif yang berlawanan dengan “hukum” dalam

pengertian objektif, yakni suatu tatanan hukum atau sistem norma.8

Hukum adalah suatu peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan
bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan
bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur
hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga bahkan tiap Negara.

Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.

Hukum harus dibedakan dengan hak dan kewajiban yang timbul apabila hukum itu
diterapkan terhadap suatu peristiwa yang konkrit. Akan tetapi kedua-duanya tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi
kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap
hubungan hukum yang diciptakan hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu
pihak hak, dan dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban begitupun

sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,
bahwa pasangan suami istri yang membuat surat perjanjian kawin yang dalam hal ini
berkaitan denga hutang piutang dengan pihak ketiga memiliki hak dan kewajiban, dimana

pihak ketiga memiliki hak atas hutang yang harus dibayar oleh pasangan suami istri

18 Hans Kelsen, Teori Hukum murni (Dasar-Dasar IImu Hukum Normatif), Bandung: Nusa Media, 2011,
him. 143



tersebut dan pasangan suami istri tersebut mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab

terhadap hutang dengan pihak ketiga.

G. Metode Penelitan
Metode penelitian mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan hasil dari
penelitian, sedangkan penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak
logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala-gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta
empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan
kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.'® Metode yang digunakan dalam penelitian ini
sebagai berikut :
1. Tipe Penelitian
Dalam mengkaji permasalahan bidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan
permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.?
Penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk
perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang sehingga kajiannya ialah hukum
yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai

acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi

19 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,
him. 2
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, him. 25



hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam suatu perkara, in

concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, sejarah hukum.?

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.?? Khususnya
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan
Pemeritah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-
XI11/2015. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi
peneliti untuk mempelajari adakah suatu konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-
undang dengan undang-undang yang lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan

dengan isu yang dihadapi pemahaman akan pandangan-pandangan dari doktri-doktrin

21 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan I, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2004, him. 52
22 peter Mahmud, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, 2011, him. 93



tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.??
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer, sekunder,dan tersier:

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.?* Adapun bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4) Kompilasi Hukum Islam
5) Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

6) Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XI11/2015

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder ialah yang buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan
objek penelitian ini.?®

¢. Bahan Hukum Tersier

Zbid, him. 135-136

24 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press,
2010, him. 90

% Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, him. 47



Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum
hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat
kabar, dan sebagainya.?® Dalam hal ini penulis menggunakan artikel-artikel dan berita
yang berkaitan dengan permasalahan ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu

mengutip data-data yang bersumber dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yaitu data

yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan,

website dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu secara
kualitatif, analisis secara kualitatif digunakan apabila bahan hukum diperoleh berupa

keterangan-keterangan dan bahan-bahan tulisan.?’

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penelitian dalam penulisan skripsi ini menarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara
berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan

yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.®

%1bid, him. 47

27P, Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009,
him. 162

28 Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian limiah Dasar
Metode Teknik, Bandung: Tarsio,1991. him. 17
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